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5. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN  
    PENGANGKATAN ANAK/ADOPSI 

A. TUJUAN 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan 

masyarakat. 
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan 

B. MAKSUD 

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A kepada 

masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna 

pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A. 

3 Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan 

Negeri Balikpapan Klas 1A 

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negen Balikpapan Klas 1A dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

C. DEFINISI 

Permohonan Pengangkatan Anak adalah permohonan suatu tindakan hukum 

mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau 

orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan 

anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat, yang melalui proses dan 

telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register 

tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa pemohon. 

D. RUANG LINGKUP 

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses Standar pelayanan Pengadilan Negeri 

Balikpapan Klas 1A. 

E. DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

3. KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 

4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

 Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 
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5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9  

 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI  

 Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 

7. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman  

 standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan  

 Pengadilan Negeri.Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan 

 Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang 

pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi 

dan Pengadilan Negeri. 

 
F. PRODUK PELAYANAN 

Nomor Register Permohonan 

G. SARANA PRASARANA 

Komputer,Printer dan Jaringan 

H. KOMPETENSI PELAKSANA 

Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar 

Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A. 

I. PENANGGUNG JAWAB 

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Klas 1A 

J. KRITERIA PENCAPAIAN 

Tercapainya Standar Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan 

K. JANGKA WAKTU 

15 Menit 

L. SYARAT-SYARAT 

Calon anak angkat diambil dari Yayasan: 

1. Surat permohonan ijin Pengasuhan Anak. 

2. Surat Permohonan Ijin Pengangkatan Anak. 

3. Surat Keterangan Sehat Suami/lstri (COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah. 
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4. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Suami/istri (COTA) dari dokter Spesialis Jiwa 

dari Rumah Sakit Pemerintah. 

5. Surat Keterangan Kandungan (COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah. 

6. Fc Akta Kelahiran Suami/istri (COTA). 

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Suami/istri setempat (COTA). 

8. Fc. Surat Nikah /Akta Perkawinan (COTA). 

9. Fc Kartu Keluarga (COTA). 

10. Fc. KTP Suami/istri (COTA). 

11. Fc. Akta Kelahiran (CAA). 

12. Fc. Keterangan Penghasilan dari tempat Bekerja Suami/istri (COTA). 

13. Surat Penyerahan anak dari instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuh anak. 

14. Laporan Sosiat mengenai anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan 

Anak atau Surat Keterangan dari orang tua kandung mengenai kronologis anak 

hingga berada dalam asuhan mereka. 

15. Laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi 

dan Lembaga Pengasuhan Anak. 

16. Surat Penyerahan Anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA. 

17. Surat Keputusan ijin asuhan dari Kepala Instansi Sosial. 

18. Laporan Sosial Perkembangan Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dan 

Lembaga Pengasuhan Anak. 

19. Surat Rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota. 

20. Surat Keputusan ijin untuk pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Kepala 

Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di Pengadilan. 

Calon anak angkat bukan dari Yayasan 

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon OTA dan OTK 

2. Fc. Kartu Keluarga (KK) calon OTA dan OTK. 

3. Fc. Surat Nikah/Akta Kawin calon OTA dan OTK 

4. Fc. Surat Penyerahan anak dari OTK kepada OTA ( diketahui oleh Kepala Desa 

Lurah). 

5. Fc. Akta Kelahiran (yang dimintakan Penetapan) 

6. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/( RSJ) Para Pemohon. 

7. Surat Dispensasi dari dinas Sosial Kabupaten/atau Propinsi. 

8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Suami/istri setempat (COTA). 
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M. BIAYA ATAU TARIF 
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N. ALUR PELAYANAN 

 
ALUR PENERIMAAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK/ADOPSI 
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